GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: |16 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan
tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan
produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan
kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai
dengan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam
Biro Hukum Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

: Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2018-2023.

: Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, meliputi :

a.
b.
c
d.

peta proses;

peta sub proses;
peta relasi; dan
peta lintas fungsi.

: Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Wt 2022

L{ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/{

/q VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :{76 /KEP/HK/2022

TANGGAL :2H Wlet 2022

PETA PROSES BISNIS BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023
A. Visi
“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.
B. Misi
1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;

2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata

nasional (ring of beauty);

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat

pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik.
C. Tujuan:
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;

3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan

sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover);

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan

ekonomi masyarakat;

6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua

penduduk;

7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,

berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.
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D. Sasaran:

1

2.

10.

11.

12.

13,

Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;

Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;

Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang

merata bagi semua penduduk;

Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;

Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan

sanitasi layak bagi penduduk miskin;

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;

Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata

(Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola

pendekatan kawasan;

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;

Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;

Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;

Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Il. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi :

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

1.

Mewujudkan
masyarakat sejahtera,
mandiri dan adil

1. Menciptakan kemandirian

dan

stabilitas

perekonomian daerah

. Meningkatnya

ketersediaan
aksesibilitas,  kualitas,
dan keamanan pangan

. Meningkatnya kinerja

industri dan
perdagangan dalam
perekonomian daerah

. Terciptanya keamanan

dan iklim investasi dan
usaha yang berkualitas

. Meningkatnya

kesempatan kerja bagi
semua penduduk
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Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
NO MiISI TUJUAN SASARAN
. Meningkatkan akses | 1. Meningkatnya
pelayanan dasar rumah ketersediaan rumah
layak huni bagi penduduk layak huni dan akses
miskin terhadap air minum
serta sanitasi layak bagi
penduduk miskin
. Meningkatkan daya dukung { 1. Meningkatnya kualitas
dan daya tampung lingkungan hidup
lingkungan hidup serta | 2. Meningkatnya
pemanfaatan sumber daya ketangguhan bencana
alam secara berkelanjutan daerah
2. | Membangun NTT | 1. Mewujudkan pariwisata | 1. Terwujudnya
sebagai salah satu sebagai penggerak utama pengembangan
gerbang dan pusat ekonomi daerah (prime pariwisata NTT melalui
pengembangan mover) pemenuhan unsur 5A
pariwisata  nasional pariwisata (Attraction,
(Ring of Beauty) Accessibility,
Accommodation,
Amenities, dan
Awareness) dengan pola
pendekatan kawasan
3. | Meningkatkan . Mempercepat 1. Meningkatnya
ketersediaan dan pembangunan infrastruktur aksesbilitas dan kualitas
kualitas Infrastruktur vang berkualitas dalam infrastruktur
untuk mempercepat pengembangan  ekonomi
pembangunan masyarakat
4. | Meningkatkan . Meningkatkan mutu, akses | 1. Meningkatnya akses
kualitas sumber daya dan relevansi layanan layanan pendidikan
manusia pendidikan kepada semua | 2. Meningkatnya kualitas
penduduk usia sekolah layanan Pendidikan
. Meningkatkan mutu dan | 1. Meningkatnya akses
akses {ayanan kesehatan layanan kesehatan
kepada semua Penduduk 2. Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan
3. Terwujudnya
penanggulangan
masalah Gizi Balita
5. | Mewujudkan . Menciptakan Birokrasi yang | 1. Meningkatnya kualitas
reformasi  birokrasi profesional dengan tatakelola
pemerintahan untuk karakteristik adaptif, panyelenggaraan
meningkatkan berintegritas, berkinerja pemerintahan

kualitas
publik

pelayanan

tinggi, bebas dan bersih
KKN

. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik yang

efektif, akuntabel,
transparan dan
partisipati
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Telaahan Peran Serta Dan Keterlibatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi Misi kelima,
yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik”.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka reformasi birokrasi menjadi
kekuatan kunci. Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, khususnya pada area
Deregulasi Kebijakan, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Hukum sedang berupaya
melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum mendukung misi kelima Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”,

. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Membantu Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peraturan perundang-undangan Provinsi dan

Peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum;

b. Penyiapan Pengordinasian perumusan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-
Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan
hukum;

c. Penyiapan Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Bidang Peraturan
Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan
bantuan hukum;

d. Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan
Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan

bantuan hukum; dan
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan

Rakyat;

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT terdiri atas:

1. Kepala Biro;

2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota;

a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

3. Bagian Bantuan Hukum
a. Sub Bagian Tata Usaha Biro

b. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional
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. Peta Proses Bisnis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

~ A.PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses
terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan
proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenubhi
permintaan atau kebutuhan organisasi/stakeholder/masyarakat pengguna layanan. Proses
pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan
dengan fungsi manajerial organisasi. Peta Proses digambarkan dengan prinsip Supplier-input-
Proses-Output-Customer. Peta Proses pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:
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Penjelasan Proses:

("

w e N

11,
12,
13.
14,

15,

Perumusan Kebijakan di Tingkat Provinsi ditindaklanjuti dengan Perumusan Kebijakan di
Tingkat Kabupaten/ Kota;

Perumusan Kebijakan di Tingkat Provinsi mempertimbangkan Hak Asasi Manusia yang
merupakan bagian dari Proses Bantuan Hukum, sebaliknya Penanganan Sengketa dan
Penanganan Hak Asasi Manusia juga memperhatikan kebijakan di Tingkat Provinsi;

Perlu dilakukan koordinasi terkait Penanganan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan
Kebijakan di Tingkat Kabupaten/ Kota;

Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;

RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;

KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;

Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;

Sarana dan prasarana Tl mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah

Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan
Informatika;

Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;

Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;

Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;

Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai,
Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
Pembangunan Zona integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi
NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.
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|

i

BIROHK-03. BIROHK-02.
| Battisan Hukom - PertiHm:Mansan BIROHK-01.1 i
| ' Penetapan dan Perturan T —
D — Daerah Provinsi Sy Festsaioire
Kementerian |
Hokum dan : Regulasi.
HAM | \
Kementedian | Regulasi,
Dalam Negeri ~ —— NOMOE s

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam
rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama,
proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus
dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip Supplier — Input —
Proses — Output — Customer dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah
ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

H
Z
i\«,_

|

Das{‘d[ E_ Kajian, Data

Provinsi ™ 4an Informasi

5 s BIROKH-01.3
Pemerintah | S
Kebioaanr: |—— Koordinasi | Penetapan Keputusan

’ Kob % Gubernur

Perguruen ; Kajian

Tinggi | Akademik

DPRD Abptil et BIROKH-01.4

Register BIROHK-01.2

Pendokumentasian
Produk Hukum (Upload
pada Website JDIH dan
an manual) dan
Proses Naskah Hukum
Lainnya (Hibah)
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BIROHK-01. Kebiiakan Provinsi
Perumusan Kebijakan
Provinsi
BIROHK-03.
Bantuan Hukum "“‘*m"‘"
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f Kementerian S 9
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{ HAM o
R S S
{’ EREARE, Regulasi, BIROHK-02.1
it — T Asistensi Peraturan
L P Register Daerah Kabupaten/ Kota
T ey
5 =
1{ Kementerian/ | Regulssi. —
Lembaga
(~,~.4.~_.__.w.._m._.../
[ renavin | g BIROKH-02.2
gt i Perdaf o ] o
Kota f Perkada s
e She i Walikotal Peraturan Bupati
Perguruan %__ Kajian
Tinggi } Akademik
( DPRD 1 Aspirasi /
| Kabupatew =~ ——
{ Kota J
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( SEN

| Kementerian/ |

| Lembaga f_

Ve )

S e ~
Perangkat
Deersh  —

S
Tinggi

bR A i

[ oeRo

|  Provinsl |—

£ Kebupaten/ |
Kota }

Kebijakan Provinsi
Regulasi. \
—>
Regulasi. ——]
Rancangan
Perda/
Perkada
Kajian
Akademik
Aspirasi /
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BIROHK-03.1

Penanganan Masalah
Litigasi

BIROKH-03.3

Pelaporan Aksi Hak Asasi
Manusia

BIROKH-03 .4

Disemninasi Kab/Kota

Peduli HAM




e

KemenPAN
RB

RS,

e
Kemendagri

Nl

e
BKN

—— Regulasi

— Regulasi

Regulasi

S R

Kebijakan

BKD }7 Surat Edaran

BIROHK-04.1

Perencanaan dan
Formasi Pegawai

BIROHK-04.2

Penilaian Prestasi
Kinerja

BIROHK-04.3

Kenaikan Pangkat &
Pensiuan ASN

BIROHK-04.4

/
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Disiplin Pegawai

Pembinaan
Disiplin

e Pegawai

v

ASN



Dinas
Kominfo

sy
KEMEN

PANRB
SRR

KEMEN
DAGRI

Sub Domain,
— .Jaringan
Internet

——  Regulasi

——  Regulasi

S

BIROHK-05.1

Pembangunan/Pemeliharaan
Infrastruktur Jaringan

Internet

BIROHK-05.2

—————  perkualitas

Pengelolaan Website

BIROHK-05.3

Pengelolaan Aplikasi
E-Nadi

Akses
Internet

yang

Website
terintegrasi

Surat Keluar &
Surat masuk
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RPJMD,

= Pendampin

gan

Pendamp
ingan

BIROHK-06.1

Perencanaan

BIROHK-06.2

Penatausahaan
Keuangan
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C. PETA RELASI

Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit
organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang
tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan
unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga
tercapai output yang ditentukan.

PROSES UTAMA
BIROHK-02.
BIROHK-01. Perumusan Kebijakan
Perumusan Kebijakan Provinsi Kabupaten/ Kota
Bagian Peraturan Perundang- Bagian Bantuan Hukum
Undangan Kabupaten/ Kota
Perangkat Daerah Provinsi Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional
BIROHK-03.
Bantuan Hukum
Bagian Peraturan Perundang-
Undangan Kabupaten/ Kota
Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional
PROSES PENDUKUNG
BIROHK-04. BIROHK-05. BIROHK-06. BIROHK-07 BIROHK-08.
Pengelolaan dan Pengelolaan Data dan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
pengembangan Teknologi Informasi Keuangan Internal Zona Integritas
SDM
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D. PETA LINTAS FUNGSI

(CFM)

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja
lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas
fungsi (Cross Functional Map) pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
sebagai berikut:

PERANGKAT | AKADEMISI BIRO DPRD KEMEN | GUBERNUR SEKDA
DAERAH /STAKE HUKUM DAGRI
HOLDER
TERKAIT
-
Kajian
~
FGD/ Pembahasan ]
&,
I
v
Pengusulan ' _ |  Penyusunan
Ranperda I > Ranp
Pembahasan ~ Pembahasan Fasiltasi/
Ranperda = Ranperda Ranperda Pl Evauss
e ;
‘L——j
juan Nomor Pemberian iosnang
o N ey
A
Pengundangan
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PERANGEKAT | AKADEMISI BIRO GUBERNUR SEKDA
DAERAH /STAKE HUKUM
HOLDER
TERKAIT
Penyusunan
Kajian
s
FGD/ Pembahasan ]
\\
' e e,
Pengusulan Penyusunan
Ranpergub »|  Ranpergub
Nl s )
o )
Pembahasan Pembahasan
Ranpergub Ranpergub ’
RN S S
A
Penetapan I
Pergub
Pengundangan
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PERANGKAT | AKADEMISI BIRO GUBERNUR SEKDA

DAERAH /STAKE HUKUM
HOLDER
TERKAIT

Kepgub Kepgub
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PERANGKAT | AKADEMISI BIRO WAKIL SEKDA
DAERAH /STAKE HUKUM | GUBERNUR
HOLDER
TERKAIT
Pengusulan Darft Koreksi
NPHD $| Proses NPHD
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KABUPATEN/

KEMENDAGRI/

KOTA KEMENKUMHAM BIRO HUKUM KEMENKEU GUBERNUR BUPATI
DRAFT
RANPERDA
fHARMONISASI/\
PEMBULATAN
DAN
PEMANTAPAN
KONSEPSI
N
HASIL
PEMBAHASAN FASILITASI
A S A A
EVALUASI PEMBERIAN
NOMOR REGISTER
PAJAK/ PERDA
RETRIBUSI
N
"
e HASIL
EVALUASI
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KABUPATEN/

KOTA BIRO HUKUM GUBERNUR
PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA
KLARIFIKASI
PERATURAN

l BUPATI/WALIKOTA

_..LHASII. KLARIFIKASI ]
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MASYARAKAT/

PERANGKAT

HUKUM DAERAH/ SEKRETARIS
PENGGUGAT g i INSTANSI DAERAH GUBERNUR | PN/PTUN (MA)
VERTIKAL
Gugatan
Rapat Rapat
SN Pengumpulan
Data & Bukti ;
Awal Data & Bukti

Penyusunan

Kronologis

Penandatangan
Surat Tugas

Penandatanga
nan Surat
Kuasa Hukum

Penanganan

Perkara
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MASYARAKAT/LSM/

PERANGKAT GUBERNUR/
SWASTA/PEMERINTAH BIRO HUKUM = ¥ -
DAERAH SEKDA
Pengaduan
Menerima
Pengaduan
A 4
Rapat »> Rapat
N o
A
Koordinasi
Permasalahan
Pengaduan
e o
( Surat Tindak
Lanjut
L Pengaduan

Terfasilitasinya

Pengaduan J

Laporan dan
Data

Penyelesaian
Masalah Non
Litigasi
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PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI

BIRO HUKUM

BAPPELITBANG
DA PROVINSI

KANTOR STAF
PRESIDEN

(KSP)

PANITIA
RANHAM
NASIONAL

PRESIDEN

Data Laporan
Aksi HAM

Pengumpulan
Data Laporan
Aksi HAM

Pelaporan Aksi
HAM ke Sistem
Pemantauan

Penerimaan
Pelaporan
Aksi HAM

Pemerintah

Verifikasi
laporan Aksi
HAM
Pemerintah

I Publikasi '
Laporan

Laporan Aksi
HAM
Pemerintah

Provinsi

Capaian
Pelaksanaan
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PEMERINTAH KANWIL DIRJEN HAM MENTERI
BIRO HUKUM KABUPATEN/ KEMENKUMHAM | KEMENKUMHAM HUKUM DAN
KOTA NTT RI HAM
Rapat Rapat
Koordinasi Koordinasi
KKPHAM KKPHAM
Pengisian
Formulir KKPHAM
& Persiapan Data
Hukum
Pengumpulan dan
Pemeriksaan Data
Penilaian
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan &
Pengesahan Data
Dukung Dgn
Lampiran Surat
Pengantar Sekda
Pelaporan Hasil
Pemeriksaan Data
Pelaporan Melalui
Aplikasi KKPHAM
/i
Verifikasi,
rekapitulasi dan
penilaian KPPHAM
J
\ 4
( Penetapan
Kabupaten/Kota
L Peduli HAM
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BIRO HUKUM BKD KEMENPAN BKN

ANJAB, ABK, Peta
Jabatan
N * slh)
Usulan Formasi Vaiidasi Usulan sesuai
sesuai Kebutuhan Perencanaan Formasi i
Peaawai
L A
.
Menyampaikan hasil Formasi CPNS
penyusunan kebutuhan
ASN Provinsi NTT
kepada Menpan-Rb

PETA PROSES BISNIS BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023 26 ‘




BKD ~ BIRO HUKUM SEKDA ~ GUBERNUR

Inf JSosialisasi terkait
Penilaian Prestasi Kinerja
ke seluruh PNS

i
\_ ”
s Tk
Verifikasi PPK Penyampaian Hasil
Online / Manual PPK Online/Manual
ke BKD
‘ O s
Rekapitulasi PPK
Online/ Manual
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BIRO HUKUM

GUBERNUR | PRESIDEN

Usulan Kenaikan
Pangkat / Pensiun

Verifikasi

i, 4
Penyusunan Draft SK i > Penandatanganan
Kenaikan Pangkat / i 8K Kenaikan
Pensiun Pangkat/ Pensiun
Gol llia-liid
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BIRO HUKUM BKD f SEKDA - GUBERNUR

Pemeriksaan Rapat Dewan
kepada ANS yang Pertimbangan
;‘__)

Hukuman Displin 1 | Hukuman Disiplin Berat
Ringan / Sedang Bagi Pejabat Eselon Il
NI S S A (350

Hukuman Disiplin
Berat dengan
Sanksi Pemecatan
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BIRO HUKUM = DINAS KOMINFO
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kit DINAS  KEMENTERIAN  KEMENTERIAN B‘Bﬁﬁ"éﬁfgf
" KOMINFO KOMINFO PAN RB ey

B s
Traini i Traini
Pengelola 1:_‘ L Pengelola
Input Data /
Informasi

Eq—
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DINAS KOMINFO  BIRO HUKUM
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TIM

PENYUSUN BAPPELIT

RENSTRA BANGDA
BIRO HUKUM

BIRO HUKUM GUBERNUR
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BADAN
BIRO HUKUM | KEUANGAN
DAERAH

INSPEKTORAT

DAERAH GUBERNUR BPK
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SATGAS SPIP

BIRO HUKUM ASSESSOR SPIP

RISK MANAGEMENT PLAN ]
.
: v
5 oy
IMPLEMENTASI

PEMANTAUAN

PENGENDALIAN
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PENILAIAN
MANDIRI

|




TIM RB TIM PEMBANGUNAN
PROVINSI NTT BIRO HUKUM ZONA INTEGRITAS
BIRO HUKUM
[ SOSIALISASI )
S £ -
PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZI

% e,
-
PENYUSUNAN ROAD MAP PEMBANGUNAN ZI

v
IMPLEMENTASI

MONEV/ PENILAIAN

y

PEMANTAUAN
DAN
PENGENDALIAN

MANDIRI

’\ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR[

{Q VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

k
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TIM RB
PROVINSI NTT

TIM PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM ZONA INTEGRITAS
BIRO HUKUM

b
PENYUSUNAN ROAD MAP PEMBANGUNAN ZI h
\
v
" i
IMPLEMENTASI
A

MONEV/ PENILAIAN

e
PEMANTAUAN

PENGENDALIAN

MANDIRI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ﬁ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
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